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QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ACEH BARAT DAYA

Menimbang

Mengingat

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of
Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And
The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah
Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen
mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk
menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat
diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik
Indonesia Aceh Barat Daya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Barat Daya.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3893);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);



&

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 141,
Tambahan Lembaran Negara 4449);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara 89, Tambahan Lembaran Negara
4741);

Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor
Per/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di
lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps
Pegawai Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat
dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit
Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan

Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor ........ ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menetapkan

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

: QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA ACEH BARAT DAYA.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

ok~

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi
dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh
Barat Daya.

Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk
menghinpun selurun pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan,
pengabdian serta kesetian kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
DPK KORPRI Aceh Barat Daya adalah Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai
Republik Indonesia Aceh Barat Daya.

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya adalah Sekretariat Dewan Pengurus
Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh Barat Daya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten, Dinas, LembagaTeknis Daerah dan Kecamatan pada Kabupaten Aceh
Barat Daya.

BAB Il
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya, terdiri dari :

Sekretaris;

Sub Bagian Umum dan Kerja Sama;

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya merupakan lampiran

yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

(1) Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya merupakan SKPK pada Pemerintah Kabupaten

Aceh Barat Daya.



(2) Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya dipimpin oleh seorang Sekretaris secara teknis
operasional bertanggung jawab kepada DPK KORPRI Aceh Barat Daya dan secara teknis
administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf ¢ dan huruf d, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis
operasional dan administrasi pada DPK KORPRI Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DPK
KORPRI Aceh Barat Daya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat DPK KORPRI Aceh

Barat Daya mempunyai fungsi:

penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;

penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;

penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

penyelenggaraan fasilitasi pelayanan advokasi;

pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya,;

dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua DPK KORPRI Aceh Barat
Daya dan/atau Bupati melalui Sekda.
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BAB Il
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

(1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian
tugas Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 7

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat DPK
KORPRI Aceh Barat Daya dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di
lingkungan masing-masing.



Pasal 9

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan
pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di
lingkungan Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya di tetapkan oleh Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 13

(1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon I11.b.
(2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon 1V.b

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pada Sekretariat DPK KORPRI Aceh Barat Daya
dibebankan pada APBK Aceh Barat Daya dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Sekretariat DPK KORPRI
Aceh Barat Daya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Uraian jabatan struktural dan jabatan fungsional umum dilingkungan Sekretariat DPK
KORPRI Aceh Barat Daya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2010 Nomor 10) beserta seluruh peraturan pelaksana dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Desember 2012 M
14 Shafar 1434 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Desember 2012 M
15 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012 NOMOR 16



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ACEH BARAT DAYA

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional
dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia dilingkungan pemerintah
Kabupaten diperlukan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik
Indonesia juga dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Kabupaten, perlu Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Kabupaten
Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas



Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
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